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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Pajak 

 Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

A. Fungsi Pajak 

Beberapa fungsi pajak menurut (Resmi, 2019) sebagai berikut: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.  

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 
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serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini 

beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur. 

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, 

tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin 

mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba 

untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar 

pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan 

c. Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong 

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa 

negara. 

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, 

seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, 

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut 

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan 

kesehatan). 

e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan 

peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan 

penghitungan pajak. 

f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar 

menanamkan modalnya di Indonesia. 
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Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016, n.d.), fungsi pajak sebagai berikut 

3. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di 

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua 

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga 

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

B. Jenis Pajak 

Beberapa fungsi pajak yang dikemukakan oleh (Resmi, 2019) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokkan menjadi dua : 

a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan dan dibebankan kepada orang lain 

atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-

pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 
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b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatanyang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalkan terjadi penyerahan barang atau 

jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh 

produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada 

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga 

jual barang atau jasa). 

2. Menurut Sifat 

Pajak dikelompokkan menjadi dua : 

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan kedaan pribadi 

Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang meperhatikan keadaan subjeknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib 

Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, 

banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak 

tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan 

tidak kena pajak. 

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 

pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya. 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM. 

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak 

Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota 

meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak 
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Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

C. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut (Resmi, 2019) sebagai berikut: 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak yang sepenuhnya 

berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau 

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur 

perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 

2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di 

tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, 

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai 

kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. 

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

a. menghitung sendiri pajak yang terutang; 
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b. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

c. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 

d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan 

e. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan 

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta 

memungut pajak, meyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana 

perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada 

pihak ketiga. 

D. Tarif Pajak 

Beberapa tarif pajak dikemukakan menurut (Resmi, 2019) sebagai berikut: 

1. Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif berupa jumah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya 

dasar pengenaan pajak. 

2. Tarif Proporsional (Sebanding) 

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap 

terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan 
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pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara 

proporsional atau sebanding. 

3. Tarif Progresif (Meningkat) 

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat 

dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1) Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang 

semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan 

kenaikan persentase tersebut adalah tetap. 

2) Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan 

persentase tersebut juga makin meningkat. 

3) Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa  persentase tertentu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan 

persentase tersebut makin menurun. 

4) Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin 

menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. 
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E. Syarat Pemungutan Pajak 

Syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh (Resmi, 2019) adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun 

pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di 

antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan 

Pajak. 

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan  keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)  

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil 

pemungutannya. 
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5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tarif Umum 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) 5% 

Di atas Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 

250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

10% 

Di atas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 

15% 

Di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 

5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 

25% 

Di atas Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 35% 

Sumber : Direktorat Jendral Pajak 

b. Jika peredaran bruto di atas Rp 50 miliar, akan dihitung sesuai Pasal 17 ayat 

(1b) UU HPP, tanpa fasilitas pengurangan tarif. Besarnya tarif PPh Badan adalah 

22% x penghasilan kena pajak. 

c. Tarif sesuai Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh. Syaratnya adalah 

peredaran bruto Wajib Pajak Badan sampai dengan Rp 4.800.000.000. 
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2.2 Pajak Penghasilan (PPh) 

 Pajak penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor Tahun 7 Tahun 2021 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

 Berdasarkan UU RI Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 2 Ayat (1), Subjek Pajak 

Penghasilan dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Orang pribadi atau perseorangan 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak 

3) Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha 

milik negara dan daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, 

perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan 

atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. 

4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha, yang dipergunakan untuk menjalankan 

kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak 

didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat 

kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, 

pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalian sumber alam, 

perikanan, tenaga ahli, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh 

orang lain, orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas 

nama badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat perusahaan 
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yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan perusahaan 

asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. 

 Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun, 2021 pasal 4 ayat 1 adalah sebagai berikut : 

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura 

dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 

3) Laba usaha 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk 

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang 

7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
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13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14) Premi asuransi. 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak. 

17) Penghasilan dari usaha berbasis Syariah. 

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

19) Surplus Bank Indonesia. 

 Dikecualikan dari objek pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 

ayat (3) adalah sebagai berikut: 

1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh 

badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. 

3) Warisan 
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4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. 

5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. 

6) Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena 

meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. 

7) Dividen atau penghasilan lain. 

2.3 Aspek Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 Wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu wajib pajak penghasilan 

yang memiliki kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang 

dikenakan atas wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas (Dokter). PMK RI 

Nomor 168 Tahun 2023, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang mempunyai 

keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat 

oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas sebagai berikut: 

1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, 

aktuaris, dan tenaga ahli sejenis lainnya. 

2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, 

pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media 

yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, bloger, 

vloger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya 

3) Olahragawan 
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4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah penyuluh, moderator, dan profesi 

sejenis lainnya 

5) Pengarang, peneliti, penerjemah, dan profesi sejenis lainnya 

6) Agen iklan 

7) Pengawas atau pengelola proyek 

8) Perantara atau orang yang menemukan pelanggan 

9) Petugas penjaja barang dagangan 

10) Agen asuransi 

11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

A. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi 

1. Pembukuan 

 Pembukuan menurut PMK Nomor 54/PMK.03/2021 adalah suatu proses 

pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan 

biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi 

untuk periode Tahun Pajak tersebut. Wajib pajak yang dikecualikan dari 

pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, meliputi : 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang 

perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 
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b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

c. Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. 

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Paasl 2 ayat (2) terdiri atas data yang 

dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak 

terutang. 

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan: 

 a. Dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 

usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar 

pencatatan. 

 b. Di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata 

uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/ atau seharusnya terjadi dan 

disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh 

Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang 

perpajakan. 

c. Dalam suatu Tahun Pajak berupa jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

d. Secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya 

peredaran bruto dan/ atau penghasilan bruto. 

Perhitungan Pajak Terutang dan Penghasilan Kena Pajak 

1) PPh Terutang = Tarif Pajak Penghasilan x Penghasilan Kena Pajak  
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2) Penghasilan Kena Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi) 

     =Penghasilan Neto-PTKP 

     =(Peredaran Bruto x Persentase Norma) – PTKP 

3) Penghasilan Kena Pajak (Wajib Pajak Badan) 

     = Penghasilan Neto-PTKP 

     =(Peredaran Bruto – Biaya yang di perkenankan) – PTKP 

2. Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

Berdasarkan UU PPH Pasal 14 sebagai berikut : 

1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, 

dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak. 

2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh 

menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat 

memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 

3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung 

penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan 

Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam 
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Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan. 

4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan 

kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan 

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih 

menyelenggarakan pembukuan. 

5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, 

termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang 

ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau 

pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti 

pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara 

lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

6) Dihapus 

7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 

536/PJ./2000 Pasal 4, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan 

menurut wilayah sebagai berikut : 

a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. 

b. Ibukota propinsi lainnya. 

c. Daerah lainnya. 
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Wajib pajak orang pribadi yang melakukan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto, maka cara perhitungannya sebagai berikut : 

Penghasilan Neto = Persentase Norma x Peredaran Bruto 

PKP = Penghasilan neto – PTKP 

B. Perhitungan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

PMK Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (16), Penghasilan Tidak Kena Pajak 

adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. 

PMK Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat (2), Penghasilan Tidak Kena Pajak 

bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:  

a. Bagi karyawati kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya 

sendiri. 

b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya 

sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk anggota keluarga sedarah 

dan/ atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya. 

PMK Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat (5), Dikecualikan dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

untuk Pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun 

kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun 

kalender yang bersangkutan 
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Tabel 2.2 

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Keterangan Besaran (Rp) 

Diri Wajib Pajak orang pribadi 4,500,000 

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 54,000,000 

Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami 

4,500,000 

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam 

garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, 

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga 

54,000,000 

Sumber : PMK RI Nomor 101/PMK 010/2016 

2. Kredit Pajak 

 Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), 

untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar, wajib pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi PPh terutang dengan 

kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.  

a. PPh Pasal 21 

Menurut PMK RI Nomor 58 Tahun 2023, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 

pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan.  Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaab yang dilakukan 

oleh pegawwi atau bukan pegawai. 

2) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 
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3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran 

lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. 

4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 

bebas. 

5) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu kegiatan. 

b. PPh Pasal 22 

 Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai 

pemungut pajak adalah: 

1) Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-

lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan 

barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas 

dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. 

2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, 

berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di 

bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain 

otomotif dan semen. 

3) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 

penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh 

Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian 

barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong 

sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, 
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seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium 

sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. 

4) Pihak Lain ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan 

pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan pajak atas penyerahan 

barang dan/ atau jasa yang dilakukan  oleh Rekanan  (PMK-

58/PMK.03/2022). 

5) Menteri menunjuk Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, 

penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan:  

a. Emas Perhiasan; dan/ atau  

b. Emas batangan. 

 Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang 

tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% 

(seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang 

dapat menunjukkan NPWP. 

Pemungut PPh Pasal 22 adalah: 

1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek 

PPh Pasal 22 impor barang 

2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi 

atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, 

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang 

3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian 

barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) 
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4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  atau pejabat penerbit Surat Perintah 

Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada 

pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung 

(LS). 

6) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, 

yang meliputi 

a) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya 

(Persero), PT Krakatau Steel (Persero). 

b) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan 

pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk 

keperluan kegiatan usahanya. 

  Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 

perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian 

bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya 

atau ekspornya. 
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  Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas 

tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan 

atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. 

 Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh 

Pasal 22 saat penjualan adalah: 

1) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, 

industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, 

atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; 

2) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek 

(APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan 

kendaraan bermotor di dalam negeri; 

3) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 

pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 

pelumas; 

4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang 

merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi 

dengan industri antara dan industri hilir. 

5) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.  90/PMK.03/2015, 

pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib 

pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

  Pihak lain yaitu Marketplace Pengadaan atau Ritel Daring 

Pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi 

antarpihak yang bertransaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan, yang 
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telah clitetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas 

mengembangkan dan  merumuskan kebijakan pengaclaan barang clan/ 

atau jasa pemerintah atau yang telah clitetapkan oleh pejabat Instansi 

Pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman pengadaan barang 

dan/ atau jasa (PMK-58/PMK.03/2022). 

  Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau 

pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan:  

a. Emas Perhiasan; dan/ atau  

b. Emas batangan (PMK-48/PMK.03/2023). 

c. PPh Pasal 23 

Objek PPh Pasal 23 terdiri dari: 

1) Dividen. 

2) Bunga. 

3) Royalti. 

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi.  

5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan. 

6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.  

d. PPh Pasal 24 

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri di luar 

negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/ 

terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang 
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berdasarkan UU PPh. Penghitungan "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang 

dapat dikreditkan" tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. 

e. PPh Pasal 25 

Berdasarkan PMK RI Nomor 215/PMK.03/2018, angsuran Pajak 

Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak 

berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh. 

3. Penghasilan Kena Pajak 

  Penghasilan Kena Pajak adalah dasar penghitungan untuk menentukan 

besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. 

2.4 Coretax Administration System 

  Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal 

Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax 

merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi 

Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 

2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan 

proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui 

pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-

Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. 

  Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi 

sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan 

seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran 
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wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan 

penagihan pajak. 

2.5 Pembayaran Pajak Melalui Coretax 

1) Pembuatan kode billing 

 Jika sebelumnya kode billing hanya dapat dibuat untuk satu jenis 

 pajak/masa pajak/ketetapan pajak, ke depan kode billing dapat dibuat 

 sekaligus untuk beberapa jenis pajak/masa pajak/ketetapan pajak.  

2) Proses pembayaran pajak 

 Melalui Coretax, Anda dapat melakukan pembayaran kurang bayar atau 

 tagihan melalui sistem bank persepsi yang telah terhubung dengan 

 sistem DJP. Dengan demikian, mulai dari tahap penyiapan SPT sampai 

 dengan pembayaran dilakukan dalam satu laman Portal Wajib Pajak 

 tanpa perlu membuka window/tab yang baru. 

3) Prosedur permohonan penyesuaian pembayaran 

 Permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 

 pengembalian imbalan bunga dan pemindahbukuan (Pbk) dapat 

 diajukan secara mandiri melalui Portal Wajib Pajak tanpa menghubungi 

 petugas ataupun datang ke kantor pajak dengan asistensi petugas. Bagi 

 wajib pajak yang memiliki profil risiko yang rendah seperti ditunjukkan 

 salah satunya dengan riwayat kepatuhan yang baik, maka penyelesaian 

 permohonan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem Coretax. 

2.6 Pelaporan Pajak Melalui Coretax 

1) Pada Coretax DJP akses menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat 

Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT. 
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2) Pilih PPh Orang Pribadi kemudian klik tombol Lanjut. 

3) Pilih SPT Tahunan dan masukkan periode dan tahun pajak (misalnya 

Januari - Desember 2025). Klik tombol Lanjut. 

4) Pilih model SPT: “Normal” untuk pelaporan pertama kali, dan 

“Pembetulan” untuk membetulkan dan menyampaikan kembali SPT yang 

sudah pernah disampaikan. 

5) Klik tombol Buat Konsep SPT. 

6) Klik icon pensil  untuk memulai pengisian formulir SPT. 

7) Klik tombol Posting dan sistem akan secara otomatis mengisi sejumlah data 

pada formulir induk dan lampiran SPT. 

8) Periksa kembali data yang telah diisikan oleh sistem. Lakukan perbaikan 

apabila diperlukan. 

9) Isi dan lengkapi semua bagian SPT. Anda dapat mengikuti instruksi pada 

artikel terkait atau video tutorial di bawah. 

10) Untuk melaporkan SPT, klik tombol Bayar dan Lapor. 

11) Pilih penyedia penandatangan kemudian isi tanda tangan digital berupa ID 

dan kata sandi untuk validasi akhir pembuatan SPT. 

12) Klik tombol Simpan kemudian Konfirmasi Tanda Tangan. 

13) SPT yang berstatus kurang bayar akan pindah dari bagian konsep SPT ke 

SPT menunggu pembayaran. 

14) SPT yang telah selesai dilaporkan akan berpindah ke bagian SPT 

Dilaporkan. 
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Contoh Soal : 

Selain menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta, Nona Aurelia 

memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Sepanjang tahun 

2016, Nona Aurelia memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik 

sebesar Rp1 miliar. Sedangkan dari usaha persewaan ruang kantor memperoleh 

sebesar Rp3 miliar. Nona Aurelia telah menyampaikan pemberitahuan 

mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 

bulan sejak awal Tahun Pajak 2016. Karena penghasilan yang diperoleh Nona 

Aurelia pada tahun 2016 dari usaha jasa kantor akuntan publik dan usaha 

persewaan ruang kantor tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka Nona Aurelia boleh 

menghitung penghasilan neto atas penghasilan yang diperoleh dari jasa kantor 

akuntan publik dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 

Sedangkan atas penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia dari usaha 

persewaan ruang kantor dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP No. 29 

Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2002 

tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah 

dan/atau Bangunan. 

Penghitungan Pajak Penghasilan Nona Aurelia yang terutang pada Tahun Pajak 

2016 adalah sebagai berikut:  

Persentase penghasilan neto jasa kantor akuntan publik di kota Jakarta adalah 

sesuai dengan norma KLU 69200 untuk 10 ibukota provinsi yaitu sebesar 50%. 

Penghasilan Neto dari jasa  

Kantor akuntan publik 50% x Rp1.000.000.000 = Rp500.000.000 



38 
 

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun untuk diri Wajib Pajak sendiri                            

= Rp 24.300.000 

Penghasilan Kena Pajak = Rp475.700.000,  

Pajak Penghasilan terutang:  

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000  

15% x Rp200.000.000 = Rp 30.000.000  

25% x Rp225.700.000 = Rp 56.425.000 

Jumlah = Rp 88.925.000 

 

 

 

 

 

 

 


